79

BAB I11
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap wupaya kepolisian dalam
menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
Upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan ormas dilakukan
dengan:

1. Upaya non penal yaitu polisi harus mengikutsertakan masyarakat
sebagai faktor penangkal kejahatan. Masyarakat dalam hal ini ikut
membantu kepolisian dalam mencegah aksi kekerasan vyaitu
dengan malapor secepat mungkin apabila ada informasi akan
adanya perbuatan yang menyimpang dari ormas, melakukan patroli
polisi secara rutin di setiap tempat-tempat yang dijadikan sasaran
ormas, melakukan penggalangan seminar mengenai sosialisasi
hukum akan akibat yang dilakukan organisasi masyarakat, Polisi
bekerjasama dengan instansi pemerintah yang mewadahi ormas
dalam hal syarat pendirian ormas agar kegiatan dari ormas bisa
berjalan dengan jelas.

2. Upaya penal, Kepolisian dalam hal menanggulangi kekerasan
sudah bertindak sesuai dengan Undang-undang yaitu menangkap
pelaku yang melakukan kekerasan supaya ada efek jera dari akibat

perlakuan anggota ormas, namun dalam realitanya polisi masih
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lamban dalam hal mencegah aksi kekerasan untuk meminimalisasi

adanya korban.

B. SARAN

Mendasar pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala

keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum

/ skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada

lembaga kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan upaya kepolisian

dalam menanggulangi kekerasan organisasi masyarakat di Tasikmalaya

ialah sebagai berikut:

1.

Bagi Organisasi Masyarakat

Kepada pimpinan dan anggota organisasi masyarakat sebaiknya
menyadari tindakan menyimpang yang dilakukan adalah sebagai
tindakan kekerasan sehingga diupayakan untuk tidak membuat
hal yang dapat merugikan masyarakat. organisasi masyarakat
diharapkan kembali untuk melihat ke awal dasar pembentukan
dan tujuan ormas yaitu untuk menjembatani masyarakat dengan
pemerintah khususnya untuk aspirasi rakyat yang belum
terlaksanakan oleh pemerintah.

Bagi Masyarakat

Masyarakat dihimbau agar dapat bekerja sama dengan kepolisian

dalam meminimalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh
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ormas yaitu dengan melapor kepada pihak kepolisian agar pihak
kepolisian dapat bergerak cepat untuk mencegah agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak di inginkan.

. Bagi Kepolisian dan Pemerintah (Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik).

Perlu adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh polisi dan
pemerintah dalam menindak aksi ormas, polisi dapat menindak
oknum ormas yang melakukan tindakan kekerasan dan juga
pemerintah dapat menghentikan, membekukan dan membubarkan
organisasinya langsung apabila organisasi tersebut kerap sering
melakukan perbuatan menyimpang. Kerjasama yang dimaksud
yaitu polisi harus sering memberikan informasi kepada kantor
kesbang akan adanya tindak kekerasan yang dilakukan ormas
maka informasi sekaligus laporan dari polisi dapat dijadikan bukti
kuat oleh pemerintah dalam memberhentikan, membekukan, dan

membubarkan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan.
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